
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.204, 2013 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
NASIONAL/BAPPENAS. Pemberantasan Korupsi. 
Pencegahan. Koordinasi. Tata cara. 

 
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 
NOMOR 1 TAHUN 2013 

TENTANG 
TATA CARA KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 
STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 
55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan 
dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 
2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, 
perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan 
Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Koordinasi, 
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategi Nasional 
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3874) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 No 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 
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2.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Pengesahan United Nations Convention Against 
Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4620);  

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;  

6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang 
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka 
Menengah Tahun 2012-2014;  

7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan 
dan Pembangunan Nasional Pembangunan 
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 
2012; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TATA CARA 
KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN 
PELAPORAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN 
PEMBERANTASAN KORUPSI. 
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Pasal 1 
Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategi 
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi merupakan pedoman 
untuk melaksanakan koordinasi penyusunan, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. 

Pasal 2 
Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategi 
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 diatur dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

Pasal 3 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 31 Januari 2013  
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 
 
 
ARMIDA S. ALISJAHBANA 

 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 5 Februari 2013 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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